BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia diberikan banyak sekali kekayaan alam yang luar biasa. Ada banyak
sekali sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Berbagai
sumber daya yang telah ada dapat diolah dan dimanfaatkan suatu daerah demi
kemajuan daerahnya. Pemanfaatan sumber daya dilakukan agar terciptanya
kesejahteraan yang merata dan kesenjangan sosial dapat dikurangi. Dengan adanya
penanaman modal yang terbuka seluas-luasnya di wilayah Kabupaten Jepara, maka ini
adalah salah satu cara dan daya tarik agar para investor lokal maupun investor asing
mau menanamkan modalnya. Semakin banyaknya usaha yang didirikan tentunya
semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia. Peningkatan taraf ekonomi
masyarakat dan pendapatan daerah akan meningkat seiring berjalannya waktu.

Untuk meningkatkan jumlah investor lokal maupun investor asing agar ada
ketertarikan menanam modalnya di wilayah Kabupaten Jepara, maka perlu adanya
kontribusi kinerja yang perlu ditingkatkan lagi dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Demi meningkatkan kinerja suatu
instansi diperlukan adanya anggaran yang memadai. Dengan adanya prinsip otonomi
daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab nyata pada
pemerintah daerah secara proporsional. Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan
sumber daya nasional, baik yang berupa uang maupun sumber daya alam, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah mengembangankan suatu sistem perimbangan keuangan
antara pusat dan daerah yang adil (Bastian Indra, 2005). Sistem ini mencerminkan

pembagian tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah secara transparan.



Sistem yang dipakai daerah sebagai pelaporan pertanggungjawaban adalah
sistem akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi sektor publik memberikan informasi
yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas operasi dan
alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi sektor publik (Mardiasmo,
2009)

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai lembaga-
lembaga sektor pemerintah di Indonesia sebagai alat pertanggungjawaban pemakaian
anggaran yang telah dialokasikan dari daerah sebagai salah satu cara transparansi
suatu lembaga kepada masyarakat. Sedangkan anggaran memiliki peran penting
dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintah. Anggaran merupakan
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu
tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu,
anggaran merupakan alat akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan
program-program yang dibiayai dengan uang publik. Selain itu juga, karena sebagai
alat untuk mengalokasikan sumber daya untuk setiap program maupun aktivitas, maka
penganggaran juga merupakan aktivitas yang penting.

Akuntansi sektor publik mengalami perubahan perkembangan yang cepat. Saat
ini terdapat hal-hal yang menjadi perhatian terhadap praktik akuntansi yang dilakukan
lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai
organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya.
Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan
akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Di era sekarang, keterbukaan atas segala informasi pembiayaan organisasi sektor
publik dapat diakses dengan mudah. Masyarakat dapat mengakses segala informasi

yang disediakan oleh lembaga sektor publik melalui website dan lain sebagainya.



Dalam hal pengelolaan uang publik, masyarakat bisa dapat dengan mudah
mendapatkan informasi yang diinginkan. Karena pada saat ini, pemerintah
mewajibkan setiap organisasi sektor publik melakukan transparansi, terutama
mengenai uang publik yang digunakan. Ini dilakukan agar publik dapat menilai
bagaimana satuan kerja perangkat daerah dalam bekerja.

Pemerintah daerah berperan sebagai yang diberi mandat oleh rakyat untuk
mengelola dan mempertanggunjawabkan kinerja keuangan kepada rakyat. Maka dari
itu, anggaran yang telah dialokasi harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Mahmudi
(2009) mengatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk
mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan
kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi
mandat.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun selalu
berubah-ubah seiring dengan penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan
daerah. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari APBD harus
dipertanggungjawabkan sesuai prosedur yang ada. Bentuk dari pertanggungjawaban
tersebut adalah dengan melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan
keuangan daerah sebagai bagian dari tingkat kinerja suatu Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dengan kaidah keuangan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam
kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sementara bagi pemerintah daerah laporan keuangan adalah bagian dari
cerminan kinerja sebelumnya. Laporan keuangan berguna sebagai perencanaan,
pengendalian dan pengambilan keputusan untuk menentukan arah dan tujuan suatu
daerah demi terciptanya pelayanan masyarakat yang optimal. Dengan demikian, OPD

diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam kegiatan manajemen



keuangan daerah agar daerah lebih meningkatkan lagi arah dan tujuan yang ingin
dicapai.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah salah satu sistem yang
digunakan manajer publik untuk membantu menilai capaian strategi melalui tolok
ukur kinerja yang ditetapkan. Tolok ukur kinerja dapat berupa pengukuran kinerja
keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja ini perlu dilakukan karena untuk
menilai akuntabilitas organisasi dan manajer agar dapat menghasilkan pelayanan
publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekadar kemampuan menunjukkan
bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan menunjukkan
penggunaan uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif
(value for money). Artinya, bahwa setiap rupiah yang dianggarkan pemerintah harus
berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan tuntutan publik, serta
dapat mempertanggungjawabkan kepada publik. Salah satu alat analisis keuangan
yang digunakan diantaranya adalah rasio efektivitas dan rasio efisiensi yang akan
memberikan makna dalam menggambarkan suatu kondisi keuangan pemerintah
daerah.

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009) pada dasarnya berhubungan dengan
pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan
antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan
operasional dikatakan efektif apabila kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir
kebijakan (spending wisely).

Sementara menurut Mardiasmo (2009) efisiensi berhubungan erat dengan
konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan menggunakan perbandingan
antara output yang telah dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output).

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila dalam suatu produk atau



hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang digunakan
serendah-rendahnya (spending well).

Efektivitas dan efisiensi ini perlu dilakukan oleh semua lembaga sektor publik,
sejauh mana organisasi sektor publik meminimalisir input resources yang digunakan
dengan menghindari pengeluaran yang sia-sia dan tidak produktif.

Setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
yang menerima anggaran belanja atau dalam pengelolaan barang adalah entitas
akuntansi yang sudah semestinya menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik
menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang.

Pemilihan DPMPTSP Kabupaten Jepara sebagai objek penelitian karena
DPMPTSP Kabupaten Jepara adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas
pokok dalam membantu Bupati dalam mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki
oleh Kabupaten Jepara dan juga melegalkan penanam modal melakukan kegiatan
usaha. Semakin banyaknya investor datang dan mendirikan usahanya di wilayah
Kabupaten Jepara, maka semakin meningkat pula pendapatan yang diterima oleh
daerah. Untuk mendukung terciptanya kinerja yang optimal perlu adanya anggaran
yang memadai, oleh karena itu dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan
tingkat efektivas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan dan target yang sudah
direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas dalam latar belakang permasalahan dan pengamatan
terhadap hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN

ANGGARAN BELANJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN



TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013-
2018”

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tidak akan
membahas terlalu jauh. Ruang lingkup yang akan dilakukan adalah membahas tentang
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara, meliputi:

1. Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara Tahun 2013-
2018.

2.  Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara Tahun 2013-2018

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam
penelitian adalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara pada tahun
2013-2018?

2. Bagaimana Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara pada tahun
2013-2018?

1.4 Batasan Masalah

Untuk mencegah pembahasan yang melebar dalam penelitian ini, maka

penelitian ini hanya akan berfokus pada pembahasan efektivitas dan efisiensi



pelaksanaan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara pada tahun 2013-2018.

1.5

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai :

L.

1.6

Untuk menganalisis seberapa efektif pelaksanaan anggaran belanja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Jepara pada tahun 2013-2018?
Untuk menganalisis seberapa efisien pelaksanaan anggaran belanja Dinas
Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Jepara pada tahun 2013-2018?

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa atau
mahasiswi selanjutnya sebagai referensi dalam menganalisis efetivitas dan
efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara.

. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan sebagai saran untuk
Pemerintah Kabupaten Jepara khusunya Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara khususnya
dalam mencapai tingkat kinerja yang optimal dengan anggaran yang
disediakan melalui prinsip efektivitas dan efisiensi untuk kedepannya dan
dapat membantu DPMPTSP Kabupaten Jepara dalam menentukan arah

kebijakan di masa yang akan datang.



1.7 Pentingnya Penelitian

Adapun pentingnnya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengalisis
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara dan
sebagai masukan tingkat kinerja sebagai arah pengambilan keputusan di masa

yang akan datang.



